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PUTUSAN
Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Bhn
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxx, 11 April 2005, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD,
tempat kediaman di KABUPATEN KAUR,

BENGKULU, DALAM HAL INI
MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK
DENGAN ALAMAT EMAIL

XXXXXXXXXX@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 16 Januari 2004, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat
kediaman di KABUPATEN KAUR, BENGKULU,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal
21 November 2024 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Bhn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1.
Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16
Desember 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXX/007/X11/2019, tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXxX, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat
berstatus Gadis dan Jejaka;

2.- -Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX XXXXXXXXX XX, Kecamatan
XXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Kaur, selama 1 tahun 8 bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri
dan belum dikaruniai anak;

4.--Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 bulan, setelah itu sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5.----- Bahwa, sejak 11 Juni 2021 sampai dengan awal Agustus 2021 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6.---------- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, dan
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa, pada awal Agustus 2021, terjadilah puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena
Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saat itu
Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan di dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mempunyai
uang, kemudian Tergugat langsung memukul Penggugat mengenai pipi
sebelah kiri Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat memutuskan untuk
berpisah dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Tergugat tetap tinggal di
rumah orang tua Tergugat di XXXX XXXXXXXXX XX, Kecamatan XXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXxX, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan
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Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih

kurang selama 3 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan

Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9.----Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10.--=--mm - Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat,

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11.------- Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di

atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
Subsider:
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
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Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/007/X11/2019 Tanggal 13

Desember 2019 yang dikeluarkan KUA XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Provinsi xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx,

bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di
rumah orang tua Tergugat di XXXX XXXXXXXXX XX, Kecamatan XXXxxxx
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang selama 6 bulan,
setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) kepada Penggugat, saksi dapat cerita dari Penggugat dan
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saat itu
Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan di dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak
mempunyai uang, kemudian Tergugat langsung memukul Penggugat
mengenai pipi sebelah kiri ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang
lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Tergugat tetap tinggal di
rumah orang tua Tergugat di XXXX XXXXXXXXX XX, Kecamatan XXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu
kembali layaknya suami istri;

- Bahwa saksi selaku kakak sepupu Penggugat, telah sering menasihati
Penggugat dan Tergugat agar dapat menjalani rumah tangga dengan
rukun dan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena

Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di XXXX XXXXXXXXX XX, Kecamatan Xxxxxxx
XXXXXXXX, Kabupaten Kau

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalanrukun dan harmonis, namun sejak 11 Juni 2021 rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) kepada Penggugat, Penggugat di pukul Tergugat memar di pipi
kiri, saksi dapat cerita dari Penggugat dan Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3
(tiga) tahun, Penggugat dijemput orang tua Penggugat dari Xxxxx
XXXXXXxXX Xx di bawak pulang ke rumah orang tua Penggugat di
KABUPATEN KAUR, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang
tua Tergugat di XXXX XXXXXXXXX XX, Kecamatan XXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXX Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali
layaknya suami istri;

- Bahwa sepengetahuan saksi , Penggugat dan Tergugat sudah pernah
dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat datang ke desa pelajaran II,
Kecamatan XXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXXX XXXX, sebanyak 1 kali, namun
tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang
lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal
149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan
yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam,
maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat
terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum
pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan
hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan
kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan
usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat,
yang isinya tetap dipertahankan dengan adanya perubahan alamat Tergugat
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam
duduk perkara, Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah
antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan
Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh
karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar
agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor
3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan
tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara
Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan
belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi
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perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut
tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang
saksi, dan Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan
dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 285, 301 R.Bg dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10
tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata
(BW), maka alat bukti a quo harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan
telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16
Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih
terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona
standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat
dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat
dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak
ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai
dengan asas:

OB (e L iy Sl

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu
sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan

belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas
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hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa
sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal
22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat
ke persidangan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang
sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai
saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang cukup dekat dengan
Penggugat maupun Tergugat yaitu tetangga dekat rumah, dan saksi-saksi
tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan
memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah
sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat
diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di
bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah
terhadap Penggugat dan sering menyebabkan pertengkaran, serta
Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak
berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah selama 3 tahun 2 bulan yang
mana keterangan pisah tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan
bukan cerita dari orang lain;
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Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut
saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung
kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki
dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut
dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan
damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan
Tergugat sekarang sudah sudah berpisah selama 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah, dan Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal
tersebut merupakan qarinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan
hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil
gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan
untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih
sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru
sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah
satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-
Thalag yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika
rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat
lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam
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“penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang
bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi
ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus
dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli
Hukum Islam Assayid Sabigq, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid I,
halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang
menyatakan sebagai berikut yang artinya: Jika gugatan istri menurut hakim
telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara
perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga
antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan
keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan
talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali
suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian
tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal
155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat
wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan
pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151
Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai
Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra
nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c)
Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan
kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, hal mana dikecualikan bagi
istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang
dibebankan kepada Tergugat, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan
apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz
ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti
bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan
kepulangan Peggugat kerumah orang tuanya bukan tanpa alasan melainkan
karena seringnya terjadi pertengkaran, sedang selama menikah Penggugat
sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat
sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa
Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuktinya Penggugat bukan istri
yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal
mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang
Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan
Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Pemberlakuakn Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 14. (3)
“kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz”, sehingga
Hakim secara ex officio perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Sebagaimana Firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 1 :

0 8855 01 158815 53001 192505 Ggiad Gl & L) assl 1) & @G

2ol At e 8 o R .5 . oz (T % o _qte o4t e S -0

Artinya : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu,
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan
janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji
yang jelas. ltulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah,
maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak
mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang
baru”.

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang patut dan
layak untuk dibebankan kepada Tergugat, Hakim setelah memperhatikan fakta-
fakta di persidangan dimana Tergugat tidak diketahui secara pasti pekerjaannya
dan penghasilannya, serta pertimbangan kepada usia Tergugat yang masih
produktif, maka Hakim secara ex officio menetapkan sendiri dan menyatakan
layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan
untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp700.000 (tujuh
ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta
seratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain
sebagai konpensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan
dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan
menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal
mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan

apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mabhligai
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rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun
dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan konpensasi
mut’ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga
berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas
telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak
tahun 2019 walau belum dikaruniai anak, dengan demikian maka Hakim secara
ex officio membebankan mut'ah kepada Tergugat berupa emas murni 24 karat
sejumlah 1 (satu) gram atau bisa diganti dengan uang tunai seharga 1 gram
emas murni 24 karat yang berlaku pada saat Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk
memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,
maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh
Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul
dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta
seratus ribu rupiah);
4.2. Mut'ah berupa 1 (satu) gram emas murni 24 karat atau bisa
diganti dengan uang tunai seharga 1 gram emas murni 24 karat yang
berlaku pada saat Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua kewajibannya dalam
diktum 4.1 dan 4.2 di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil
Akta Cerai;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari
Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil
Akhir 1446 Hijriah oleh M. Mustalgiran T, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Evi Yati, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya
Tergugat dan pemberitahuan putusan akan disampaikan melalui surat tercatat

kepada Tergugat;

Hakim,

ttd
M. Mustalgiran T, S.H.l, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Evi Yati, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp60.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



